BUPATI HATUNA
PROVINSI HEPULAUAN RIAL

FPERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR ;4 TAHUN 2015

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
BUPATI HATUNA,

Menimbang . Eohwa dalam rangksa melaksanakan ketentuan Pasal 99

ayat (2] Peraturan Peonerincah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang bomor G

Tahun 2014 tentang Desa den Pazal 13 Deraturan

Pemerintah Mormor 60 Tahun 2014 rentang Dana Dosa

vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

[N oA,

L.  bahwa wituk menngkatkan efisiens, ransparanai, dan
altuntabilitas tlalam pelaksansan eJrs
pertangmmgawaban  transter ke Desa seria dalam
rangka pengencalisn Anggaran Pendapatan dan Belanje
Dasrah, perlu mengatar kembali mekanisoms
pelaksanaan dan pertanggungjawahan transfer ke Dosa;

o, hahwe herdasarlkan perlimbwngan schagairrdna
dimmaksud dalom buraf 4 dann horat b odi atas, perlo

menetaphan Peraturann Bupati lenlang pelaksanaan dan
porlangeungiawaban tronsfer ke Mesa.

B

Mengingat : 1. Lndang-Undang Womor 53 Tabun  [99%  ientang
Pembentukan Eabupaten Pelalowan, Kuabupalen Rokan
Mk, Kabupaten Reken  Hilin, Kabupaten  Siak,
Kabupaten Karimun, Kasbupaten Natana, Kabuparen
Fuantan Singingl, dan Kole Batam {Lombaran Megara
Fepublit Indenesia Tshun 1999 Nomor 181 Tambwhan
Lembaran Negara Republik [adeonesia Nomor G902
schagaimana teleh diubah beberapakali terakbar dengan
Uncdang-Undang  Momor 34 Tahun 2008 tenlang
Perusahan Keligs Atas Undang-undang Momor 33 Tabun
1949 tentung Pembentulian Wabupaten  Pelalawan,
Kalmupaten  Rokan Hulu,  Kebupaien  Rokan  Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Habupaten
Nalura, Kabupaten Kuanten Singing, dan Kota Batam
(Lembaran  Negara Repullik  Tndonesia Tabun 2005
Momor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

| paBAEKODRDINASL I Indonesia Nomor 4880];
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Undang-Undaney Nomor 23 Tahun 2002 lenlang
Pembentukan DProvinst Kepulawusn Riea  {Lembaran
MNegara Kepublik Indenesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Ropublik Indonecsia Nomor
4237);

Lndang Undang Nomer 1Y Tahun 2003 ronlang
Keuangan Megara [Lembaran Neogara Eopublik Indoncsia
Tzhurn 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negars
Repiblik Indonesia Nomor 41 285);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2002 lenlang
Perhendaharaan MNegara [Lembaran Negara Repubhk
Indunesia Tahun 2004 WNomor 5, Tambahsn Locmbaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 4355);

Undane-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Fembenlukan Peraluran Perundang-undangan
Lembaran Negara Eepublik Indonema Tabhun 2011
Momor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3234);

Undang-Undang Nomer & Tahun 201< renlang
FPemerintahen Desa [Lembarsn  Megara ERepublk
Indonesia Tahun 2014 Nemeor 7, Tambanen Lombaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3493);

Undeong-Undeng  Nomor 23 Tahun 2C14  tentang
Pemerintabwn Daersh [Lembaran  Negara  Hepublik
Tndonesig Tabun 2014 Namor 244 Tamoahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587 sebagaimana
lelnh diukbah beherapakali lerakhit dengan Undang-
Undang Nomer @ Tahun 2012 enlang Perubaban Kedua
Atas Undsneg-Undang Nomoer 23 Tahun 2004 lentang
Pemerintohan Daersh  [Lembaran Nepars  Republbk
Tndonesia Tahun 2015 Nomor G5, Tambahan Locmbaran
Negara Republik Thdonesia Nomor 5679);

Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahon 2005 tcntang
Pengelnlaan Keuvangan Daersh  (Lemcbaran  Negara
Remablik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tanbahan
Lermbaran Negara Remuiblik Tndonesia Womar 4578),

Peraturan Pemerinigh Notmor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinsan dan Pengawzsan Penyelengsaraan
Pemerintahan  Dacrsh [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tamahan Lembaran
Megara Hepublik Indonesia Neomne 43%93);

Feraturan Pemerintah MNomor 71 Tahun 2010 Lentans
Standar Almintansi Pemcrintshan  {Lembaran  Negara
Remiblik Tndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Megara Remoblik Tndonesia Nomaor 3165);

Peraturan Pemenniah Momor 13 Tahun 2014 Tontang
Peraturan Pelaksanszan Undang-Undang Nomor 6 Tabun
20311 tentong Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahan 2014 Nomor 123, Tambahesn Lembaran Negora
Republik ndonesia Nomor 5329 sebagaimana telah
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diubal dengan Peraturan Pemerintahh Nomer 47 Tahun
2015 Tentang Perubahan Atss Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahwun 2014 lentang Tentang Feraturan
Pelaksanzan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desda {Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2013 Nomar 157, Tambahan Lembaran Negara
Republiz Indonesia Numor 5717);

Pergruran Pemernlah Nomor 60 Tabhun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendeapatan
dan Belanja MNegara (Lembaran  Megara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negarn Repubhlk lndonesia Nomer 2558} sehagaihana
lelah dinbah dengan Peraturan Pemerintah Momor 22
Tahun 2015 Teniang Perubahan Atas [Ieraturan
Femerint=h Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan can Belanja
Megara (Lembarsn Negarn Republik Iedonesia Tahun
2013 Nomor 8%, Tambabhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 5694;

Peraturan Menteri Dalsm Neweri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolasn  Keuangan  Daerahb
sebugaimana telah diabah beberapakali terakhbir dengan
Peraturan Menteri Dalsm Negeri Nomor 21 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam
Megeri Nomor 13 Tehun 2006 tentang  Pedoman
Peneclossn Ecousngan Deerah [Berito Megora Repubkhk
Indonecsia Talkun 2011 Nomor 3149;

Peraturan Dgeraoh Eabupaten MNaluna MNomor 6 Tahun
2013  tontmg  Pokok-pokok  Penpelolaan Keuvangan
Daerah [Lembaran Dacrah Kabupaten Natina Tahun
2013 Nomor &),

Peraturan Bupatl Natuna Nemor 53 Tahnun 2014 rentang
Sistermn dan Prosedur Pengelolaan Kewanpan Dascab
(Rerica Daersh Kabupaten Natuns Tahun 2014 Numaor
53);

Peraturan Bupsati Nabtana Nomer 40 Tahun 2014 1enlang
Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Dacrah dan Felribns
Draerah ke Desa (Bervita Dacrah Kabupaten Natuna Tahun
2014 Nomo: <F;

Peraturan Bupati Matune Nomar 412 Tahun 2014 entang
Tata Cara Prenpaniggdrar, Pelaksanaan dan
Penatousahaan, FPertanggungiawaben dan  Pelaporan
Bantuan Kevangan (Berita Daerah Xabupaten Nabana
Tahun 2014 Nomor <2} schapsirmana telabh diubah
dengan Peraaran Bupat Natuns Nemuor 52 Tehun 2015
rentang Perubahan Atas Peraturan Bupali Nomor 42
Tahun 204 tentang Tata Cara Pengahggeran,
Peluksaraan dan Penatausahaan, Pertanggungjawalan
dan Pelapuran  HBantman  Keuangan  {Berila  Daerab
Kabupaten Natuss Tahur 2015 Nomer 52);
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18, Peraturan Bupati Natune Nomor 32 Tahun 2014 (enlang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Daerah
Halupaten Meluna Tahun 20714 Nomor 52);

19. Peraturan Bupati Natuna Nomer 57 Tahun 2014 entang
Alckasi Dana Desa (Berita Daerah Koalbupater Natunae
Tahun 2014 Neannt 57 ;

MEMUTUSKAN :

: DPELAKSANAAN AN PERTANGOUNGJAWAEBAN
TRANSFER KE DESA,

BAEB 1
KEETENTUAN UMUM

Pazal 1

Malam Peraniran Bupati ind vang dimakesarnd dengan @

1. Duacrah adalah Eabupaten Natuns;

2. Pemennlah  Dacrah adalah Pemennlah Kabupalen
MNatima;

5. Bupati adalah Bupati Natuna;

4. Keuangan Daersh adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan
daerah wveng depat dinilal dengan uang  TermMasaz
didalamnyy segala bentuk kelayasn vang berhubungan
dengdan hak dan kewdjiban daerah lerseboul;

2. Anpggaran Pendapalan dan Belanga Dacrah, sclanjuinya
disingkar AFBD adalah rencana keocuangan tahunan
pemerintahan dacrah vang  dibahsas  dan disctujud
borsama  olch pomeormtah dacrah dan BIPED, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah;

&, Satuan Kerja  Pengelola  Keuaangan  Doerah veng

selanjutnya disingkat SKPKD adalab pecanglkat daerah

pada pemmesiniah dasrah aclalnl pengping
anggaran; pengguna  barang, yvang juga melaksanakan
pengelolaan kevangar daerah;

Prjabat Pengclola Kouangan Dacrah ssng sclanjutnra

chsingkat PPKD adalab kepals saluan kega pengelola

kenangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan beriindak schagali Bendahars

Umum Daersh:

2. Bendaharawan Umum Daerah  vang  selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD vang bertindak dalam
kapagitas sebagal Bendohaora Umum Daeroh

9, Kussd Bendahara Umam Dmerah sang  selanuioye
dJdisingkal Kuasa BUD sdalah pejabat yang diberi buase
rntuk melaksanalean tugsa BUTY,

10, l'engpuna Anpgaran adalah pojabal FLTIEEng
keweonangan ponggunaan anggaran untuk melaksanskn
tugas pelkok dan fungsi 3KPD yang disimpinnys;

el
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Rekening Kas Umum Wepara wang selanjutnya disingkat
REUN ardalah releening tempat penyimpanan uang Nogara
vang difentikan  olch  Mengeri  Keuangan sclaku
Bendahsrs, Umum Negara untuk menampung selurub
pencrimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran
Megara pada bank sentral;

Rekening Kas Umum  Dacrab, sclanjutnya disingleal
RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang dacrah
yang ditemtukan oleh Bupatl unwik menampung selarub
penerimaan daerab can membayar seluruh pengeluaran
duaerah pada bank yvang ditctapkan;

Rokening Kas Desa, selanjutnya disingkat RED adalah
rckeming tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang
menampung selurun penerimaan Desa dan digunakan
untuk membavar selurubh pengeluaran Desa pacda Bank
vang dite aphkan;

Desa adalah kesatuan masyarekat hulium yang memilila
batas wilavah wang berwenang untuk mengatur dan
MeNELILS UTLISAN prmerintahan, kepentingan
masyarakat sctempat berdasarkan pralearsa masyaralar,
hek gsal usul, dan/slau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sislem pemerintahan Negara Kessluen
Eepublik Irdoeaesiz;

Pomoerinlashen Dosa adalah penyelenigearanl urlsst
perierintaben dan kepentingan masyatakat sctempat
dalam sistern pemerinlabuan Negara Kesatluan Ecpublik
Indonesia;

Pemerintah Desa adalah Kepals Desa atau vang disebuat
dengan nama lain dibanta perangkart Desa srhbrapHEl Unsur
penyvelenggara Pemerintahan Desa;

Angparan Pendapalan dan Belanju Desa, sclanjuinya
disingkal AP3 Dosa, adalah rencana keuangan tahunan
FPemrrinlahan Desa;

Dana [crimbangan odalah dana yang bersumber dan
pendapatan APBN wang dialokasikan le daerah untulk
mendanai kebuuhan dacrah dalam ranpgka pelalksanaan
Desentralisasi;

Dana Alokasi Khusus, sclaniuwinya disingkal DAK adalah
dana vang bersumber dar APBM vang dialokasikan
kepada daerah terlenin dengan tyjuan untuk membanta
mendanai  zeglatan khusus yang merapalkun wmisan
daerah dan sesual dengan priontas nasional,

Bagi Hasil Pajak Daerah adalah 10% dari realisasi Pajak
Dacrah vane ditcrima oleh kabupalen dalam Angparan
Pendapatan dan Belanjn Daerah kabupaten dibagikan
kepadz scluruh desa dengar pertimbangan alokasi dasar
dan potensi;

Bagi Hasil Retribusi Daerah adalah 10% dani ranlisasi
Retribuesi Daerah vang ditcrimes vleh Kabupalen dalam
Anggoran Pendapatan dan Belanjs Daerah kabupaten
dibagikan kepada scluruh desa domgan pertimbangan
alolcas: dasar dan potensi;
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Aolasi Dana Desa, selanjuinya disinglkal ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima  labupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah kabuparten
setelah dilturang Dana Alekasi Khusus;

Dana Desa adalah dana vang bersumber deri Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negzra yang diperuniuklan
bagi Desa vang ditransler melalul Anggaran Pendapatar
Dar Belanje. Dzerah kabuopaien dan digunakan uniok
membiayal penyvelensgaraan pemerintahean, pelaksanasn
pembangunsn,  pembinasn kemasyarakatan,  den
pemburdayvaan masyarakat;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPRD vang selanjubava
disingkat DPA-PPKD merupakan dekumen pelaksanasn
angearan Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerath;
Surat Permintasn  Peinbayaran  ysng  selanjutnya
disingkat 3PP adalah dokumen wang diterbitkan oleh
pejulbial vang  bertanpgungipwab  atas  polaksanaan
kegiatan/ bendahara  pengeluaran untuk  mengajukan
permintdan pembayaran;

SEP Lungsung PPKD vang selanjutnya disingkat SPP-LS
PPED adalah dokumen yang disjukan oleh bondabara
pengeluaran PPRTY untuk porminlasn pembayaran atas
transaksi-transaksi  vang  diakukan  PPEKD  dengan
jumlah, pencrima, peruntukan, dan untuk pembayaran
tertentu;

SPM Langsung PTED yvang selanjutnya disingkat 5PM-15
FPKD adalah doltumen yang diterbitkan olch PPRD
artuk penerbitan SP2D atas beban pengeuaran DPA-
PP

Surat Perintah  Peneairan  Dana wvang  selanjutnya
disingleat 8P2D adalah delkumen yag digunakan sebagai
dasar penesiran dara yang diterbitksn oleh BUL atau
uasa BUD berdasarkan SPM yang ditcnimsas Jdard SKPD.

EBAH 1I
TRANSFER KE DESA

Pasal 2

Transfor ke Desa vang diatur dalam  peraturan ini
meliputi -

a. Bagl Hasil Pajak Daetrah,

b. Ragi Hasil Retribusi Daerah;

o Alokasi Dana Desa;

i, Dana Desa,

Bapl Hasil Pajak Dacrah sebagrimana dimakswd pada
avat (1] hural a adslah realisasi dari Pzjak Daerah
Kabupaten yang dinagikan ke Desa sebesar 10%;

Baz Hasil Relribusi Dacrah sebagaimana dimaksud pada
avat [1) hurul b adalah rcalisasi dar Retribusl Dacrah
Kabupaten vang dibagikan ke Desa sebesar 100,

Alokasi Dans Desa sebagaimana dimaksad pade agyat (1)
huril ¢ adalah 10 % dari Tana Perimbangan dikurang
DAK  dinlokasikan  sccars  berkendilan  berdasarkan
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alokast  dasar dan  alokasi yeng  dihitung  dengan
mempethalikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah dan tingkat lesulitan geogralis  seliap
kabupsaten loots;

Dhana Desa schagaimana dimalkssud pada avat (1) =ueafl J
adalah Dana Desa yong  bersumberkan  dari APBY
dihitung berdozarkan jumlah Desa, dislokasikan scoars
borkeadilan berdasarkan alnkasi dasar dan alokas] vang
dihitung dengan  memperhalikan jumlah pendudul,
angka kermiskinan, luas wildyah dan tingkat kesulitar
gengrafis setiap kabupaten/kols;

Data jumlah penduduk, engkys kemiskinan, luas wilayah
dan indeks kesulitay geoprsls berdassrkan data does
kemetlenan dan/atau badan vang menangani staristik,

BAE IO

TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN TRANSFER KE

(1)

{2]

{1]

DESA
Pasal 3

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah dasrah adalah
prmegang kclkuasaan pongelelaan keuangan daerah dan
trewnkill  peomerintah daerah dalam kepemilikan
kexayman  daerah veng  dipisahkan melinpabkan
kcktuasaannya kepada zepals SKPKT selaku PPET,
Dalam ranglka pelaksanaan penyaluran Transfor ko Desz,
PPRI} selaku kepala SKPETY sekalipus berindak scbagai
BUD:

BUD melimpahkan kewenangan kepada Kaasa BUD
dengan 1tupas dan [unpsi sesual dengan ketentuan
peraluran perundang-undanean;

FPED melddcukan rckonsiliagl penyalaran transfer ke
Desa dengsr Bendahara Desa setiap semester;

Kepala Desa bertangzungjawaly ates pelaksanszan d=n
penggunaan dana Transfer ke Thegg,

BAR IV

DORUMEN FELAKSANAAN PENYALURAN
TRANSFER KE DESA

Pazal 4

Dokumen pelaksanaan penyaluran fransfer ke Desa

terdiri dari :

a. DFA PPET

b Burat Eeputuaan dati Kepala Therah lenlang Bincian
Alnlkasl Transfer ke Desa;

o, Burat Pormintasn Pembuatan S0°1° dan SPM;
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d. Bural Pernvalaan Tanggung Jawab hiucdalk [SPTUOM)
untulk  poranpgungjawaben PPED yeneg  swdah
ditandstangani olch Keoals Desa;

¢, Kwitansl,

Kepala SKPED menpajukan SFP LS PPED dan SPW LE

PPKD perdasarkan surat pormintaan pembualan SPP

dan S5PM dari Badan [Pemberdavaan Masyvarakat dan

Desa untuk penerbitan SP20;

ormet surat permintaan penerbitan 3PP dan S dan

rekapiinlasi  Desa  yang memcnubhl peorsyaratan

penvaliran dan  rekapitulasi  alokasi pengaluran
sebagaimana dirnaksad pada ayat (1) haruf ¢ tercanbamn
pada Lampiran La, Lh, Te, Ld, Te, I.f peraturan ini;

Format Ewitansi dan Sursl Pernyalaan Tanggunsg Jawal

Butlal: {SPTJM) untuk perlanggungawsbsmn ke PPED

schagaimana dimmalksud pada ayat [4] tercantum pada

Lampiran 1La dan [Lb peraturan ini;

EAEB V
PELAKSANAAN FENYALURAN TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu
Feonyaluran Transfar Desga

Pasal S

Penyaluran Transfer ke Desa dilazsznakan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUD ke RKD:

Dalam rangks pervalursn Transler ke Desa, Kepala Desa
membuks RED pads bank armam yang  ditetapkan
denpan Surat Keoputusan  Kepala Desa untuk
menanprng penyaluran Transfer ke Desa dengsn nsns
depan RKD yang dillwd dengan noama desa yang
bersangkutan;

Dalam nal terdapat perabahan EKDY sebagaimana pada
avat (2] Kepala Desa wajib menvampaikan kepada 'PPEKD
dilamoiri denga:n:

Asli rekening koran dari RET: dan

Salinan permintaan Kepala Tesa mengenai penunjukan
bunk umum tempatl menampung RKD.

Perubahan nomor rekening  danfal=u nama bank
schagaimana dimaksud pada ayal (3] dilakukan oleh
Eepala Desa;

Format surat pennintasn Kepala Doesa menpgenal
penunjukan bank cmum sebagaimana dimmaksud pada
ayal [3] hurul B tereanmim pada Tampiran 1T perataran
i,
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Bagian Kedun
Tata Cara Penyaluran Transfer Desa

Pazal 6

Penvaluran Bzsgi Has!l Pajak Dacrah dilakssmakan dalam

3 {tiga) tahap, vaity :

a. Tahap I pada Wzlan April sebesar 20% [dua puluh per
aeratus);

b, Tahap II pada bulan Agusius sshesar 30% (tiga puluh
Per seratus);

c. Tahap Il pada bulan Desember didasarken peada
gelisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana vang
telah disalurkan pada tahap [ dan II;

d. Penvaluran Bagi Hasil Pajak dan EBRKUD ke RED
sebagaimana dimalesud burat o, oot B dan bharaf ©
cilakisks paling lambwt 21 {dua puloh satu) hard kerja
seslail dengan tahap vang telah ditentukean.

Penvaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah dilaksanaksn

dalamn 2 {liga) lahag, yaiml !

a. Tahap | pada bulan Aprl schbesar 20% [dua puluh per
SCrAtUE);

b, Tahap U pada bulan Agustus sehesar 30% (pa puluh
per serncus);

. Tahap 1l pacda bulan Desember didasarkan pada
selisibh antara pagu alokasi denpgan jumlalh dana vang
lelah digsalurkan pada tahap Idan 11

d. Porvraluran Bagl Hasil Retnobust dan BEEUD ke RED
seharaimana dimaksud bural g, horul Bodan bl o
dilakukan paling lambat 21 {dua pulubh salu) han kerja
sosual dengan tahsp vang telah ditertukan,

Penvaluran Alokssi Doana Desa dilaksanabkan  scosra

triwnalan, vaito @

a. Trivulan I pada bulan Maret dan fiwulan Il oada
nlan Juni masing-masing sebesar 20% [dua pulch
per BErarCls];

b, Towulan I pada bulan Oktober sebesor 30% {diga
mauh per seraiiis];

¢, Towulan IV pada bulan Nesember didasarkan pada
golisih antara pagu alokasi derpsn jurnlal deos vang
telah disalurkan pada triwulan [, trowulan 1T dsn
triwulan [1I;

d. Penvaluran Alokasi Dana Desza dari BRUD ke RED
sebapaimana dimaksud hurof a, horaf b dan haraf
dilakukan paling lambat 21 {dua pulah satu) han kerja
gelelah diterima dana perimbangon dori HKUN ke
REUD;

¢, Dalam hal terdapal perubshan alokasi pade tahn
berjalan, maka  penvaluran ADD  dilakukan
bercasarkan perubahan alokus;

f. Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/alau Lebih
Zalur ADD, maka kelowrangan dan/atau kelelnhan
pembavaran  wersebur dopat diperhitungksn  dalam
penyvaluran ATID lahuan berloitnya,
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(4] Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap,

yaitu

a. Tahap 1 pada bhulan April sebesar 40% [cmpat pulub
per seratia);

b. Tahap 1T peda bulan Agustus scheosar 40% (empat
puluh per sireralus);

¢, Tahep III pada bulan Oktober schesar 20% (dua puluh
PeEr seratus];

d. Menyaluran Dona Desa dari REUD ke RED setiap tahap
schagaimana dimalcsud hural B, buaral B den hora! o
dilaxmzkan paling lambat 7 {tujuh) hari kerja selelah
diterima Dara Desa dan REUN ke REUD,

Bagian Ketiga

Penatansahaan dan Pertanggungjawaban Laporan Transfer

(]

<]

)

()

(5}

(]

-

(7]
(=]

ks Desa

Pagal 7

Kepala Desa wajib menyompaikan -
a., Peroturan Desa tentang APB Desa:
b. Perzturan Tesa  tenrang Perlanppungawaban  APB
Desa;
c. Laporan Realisasl Pelakszr-aan APB Desa Scmester
dan Tahunan;
i, laporan Dana Desa Scmester 1 dan Scmester 1:
e. Lernbar Kenfinnasi Transfer (LKT) zetiap trivulan;
Penyvampalan Perabwran Deso tentong APR ]'}Irau pada
hurul a disampaizan kepada Kepala Taerah mealui
SEPD yang telah ditanjuk;
Laporsn Rcalizaszi Pelaksanaan APR Desw Semmeslerarn,
Tahunan dan Peraniran Dresy ({&hRn=holZ
Pertanggpungjawaban APB Desa  disampaikan kepada
Kepala  Deerah melalui SKPD yane  ditinjuk dan
ditembiskan kepada PPEL,;
Laaoran Dana Desa scmester | disampaikan  paline
lammbal minggu ketiga bulan Juli tabun berjalan dan
semester II peling lambat mingpu ketiga bulan Januarl
luhun anggaran beriloatnya;
Ponyampaian Laporan Dena Dess semester [ dan [0
dispmpaikan kepada Buapari melali SKEPD yvang ditunjuk
ditermnbuskan kepada PPKD melalul Bidang Angsaran
Badan Penpeluls Keuangan dan Ascr Dacrah untuk
dibuatkan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi
laporan perngeunasn Dana Desa ke Pomerintah Pusat dan
Priving;
Dukumen schagaimana dinaksud svat (1] haraf a, huarof
b, lwruf ¢ dan huruf c disampaiksn kepada S8KPD vang
ditunjuak oleh kepala daerab sedangkan hurat ¢, huarest d
dan huraife Jisampaikan kepada PPED selaku BUD;
Penvampaian LET dilaksanalean sebap nwelan paling
larna 10 [zepuluhl han kerja setelah towualan berkenaan;
Penyvampalan LKT disampaikan kepada FPED melalui
Bidang Anggaran scbagai bahan laporan  realisasi
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(3]
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penyaluran dan konsolidasi laporan penggunaan Dana
Diesa koo Pemerintoh Pusart dan Provins:

Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Diesa
semesteran, Tahuran, Leporan  Semester M1 dan
Peraturan Desa tentang Pertanggungijawaban APB Desa
tercantum pada Lampiran TWV.a, TV. I, Ve, IV.d peraturan
ini;

Formar LET sebapaimana dimaksud pada aval (1) hunaf a
tercanium pada Lampiran Vo peraturan ni.

Pagal 3

Penyaluran Transfer ke Desa untuk tahap | Bagi Hasil
Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Doerah, trivnalan T
ADD dan tahap | DD dapat dilakukan seielah Desa
menvampaikan Peratuiren Desa  lenlang APE  Desa,
Laporan Reabsasi Pelaksanaan APE Desa Tahunar,
Laporan Dana Desa Semester 1T tahun sebelumnys dan
LKT Triveulan IV tahun scbholumnya:

Penyahlran Transler ke Desa untulk triwalan II ADD
dilakukan sctelah Dess menyampaikan Peratiran Desa
lentang  Pertanggungjawaban  APB Desa dan TET
Triwulan 1;

Penyaluran Transfer ke Desa untuk mahap 1T Ragl Hasil
Pajal: dacrah, Bagi Hasil Retribusi Daergh, (riwalan III
ADD serta tahap [1 dan 111 DR dilakuken setclah Desa
menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanasn APBE Dosa
Bemester 1, Laporan Dang Desa Semester [ dan LET
trisalan I1;

Penvaluran Transler ke Uesa antuk tahap Ul Bagi Hasil
Pejak Daeral, Bagi Hasil Retr’busi Dacrah dan eriwalan
IV ADD dialukan setelah Deza menyampaikan LET
triwrulon [I1;

Pemerintah  Dasrah dapat  melakukan penundaan
penyaluran Trasster ke Desa apabila porsyaratan yang
stdah ditentukan lidak dilgksanakan olch Pemerintahan
Desa.

Pasal 9

Daldm  rangkd pengendalisn pelaksanaan APRD,
penya.uran tahap Ul Bapl Hasil Pajalc Daerah, Bagi Hasil
Retribusi Dacral, oiwolan 1V ADD depal udak
dizalurkamn  =ehwruhnya  deri pagu alokasi setelah
dikvrangi realisasi penvaluran lahap I lahap II dan
trivndlan T, trivnalan 1T serta triwnlan IIT;

Bagi Hasll Pajak Daerah dan Basg Haesil Rotmbusl Dacrah
serla ADD yang  belum disalurksn schagaimana
dimaksud ayat [1], diperhitungkan dan disslurkan poda
tahun anggaran berilatnya.



BARAFKODADWAS]
G EaE RS IR

(1}

(=]

Pazal 10

Peneggunaan dana Transfer ke Desa olah Kepola Desa
ciserlal dengan Surat Permyuwlasn Tangsung  Jawah
Mutlak (SFTJM);

Formmat  Burat Pernyataan Tanggung Jowab Muflak
[(SPTIM) schagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanium
pada Lampiran VT peraturan ini.

Pasal 11

Pertanggunygiewaban pemerintah daersah  alas  pemberian
bantuan keusngan meliputi

{1

1]

2}

=)

(2]

(4]

Surat pornmintaan pembuglan SPP dan SPM dari SKPD

yanyg ditunjuk;

Keputusan Bupati 1eriang penctapan alekasi transfer ke

Desa;

Buctl P20, bukti transler uang;

Ewitansi dan Surar Pemyataan Taogmaing Jawsb Mutlak
BPTIM) perlangeungjawaban FPKLD.

Bagian Keempat
Pembitaan, Pemantauan dan Evaluasi SiLPA
Transfer ke Desa

Pasal 12

Bedan Pemberdaysan Masvaraka: dan Desa dan Camatc

melakukan  pembinaan, pemantauan  serta evaluasi

terhadap pengelelaan keuangan desa dan hasil terzebur

disarnpaikan kepads bupari;

Malam hal pemeantauan dan evaluast terdapat SiLPA Bagi

Husl Pajak Daerah, DBagl Fasil Retribusi Daeraly, Alokasi

Nenw Deosa dan Dana Tresa dilemukan SiLPA lebih dari

3% (Hga puluh per seratus) bupard ;

a Mcminta penjelasan kepala Desa mengenai SiLPA
transfer ke Dese lerscbat; dan/atan

b Meminia aparal pengawas fungsional daerah unluk
melakukan pemerilesaan;

<. Membenkan sankszi adminisirail kepada Desa yang
bersanpkutan sebesar SiLPA.

S1LPA  lebith dari 30% (uea puluh per  serams)

schagsimana  dimaksad  pada  avat (2] dihinang

berdasarlean yang dilerima Desa sesual dengan sumher

dana:

Bupati dapal melakulian penundaan peavahiran imansler

ke Desn apabila terdapat SiLPA sebagaimans dmeksud

pada ayval (2] dan/atan terdaper vsulan dard aparat

pengrwasan funssicnal dacrah;:

Sanksi administratif sebaprimana di-naksud pada syat

[2] huruf 2 serups pengiranpsn transier ke Deso sebesar

S1LPA sesuail dengan sumber dans yane akan disaharkan

untuk tahun anggaran beriloatya;



(5] Hawan Kerjs Pengelola Keuangan Davcrah [SKPKD selakuy
FPEKL) melakukan rekonsiliasi penyaluran Transfer ke
Dese scHap triwulan,

(30 Kepala Deza bertangpmungjawab  terhadop penpelolaan
keuangan desa secara administratif dan materil,

BAE VI
HKETENTUAN LAIN-LAIN
Pagal 13
Feraturan Hupati ini mulai berlalku pada tanges]l dinndangkan.
Agar  actiap  orang  mengelahuinya, memerintabloan
pengundangan Peraturan Bupall inl dengan penempatannya

drlan Berita Daerah Kabupaten Natans

Dritctapkan di Ranal
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SEKRETARIS DAERAH

HAB TEN NATUNA,

SYAMBURLIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR &

PARAF KOORDINAS)

R =



